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Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah
untuk mengatasi resesi saat ini. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan
penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mendeskripsikan suatu fenomena
berdasarkan fakta yang sebenarnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
mengutamakan pertanyaan deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis literatur.
Pertama, kebijakan amnesti pajak diyakini dapat menaikkan pungutan pajak, demikian
kesimpulan kajian tersebut. Kedua, pengelolaan utang yang efektif dapat membantu
penurunan tingkat utang suatu negara. Ketiga, pengelolaan anggaran negara oleh
pemerintah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan

terus mendorong pemulihan ekonomi.
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PENDAHULUAN

Manajemen keuangan negara memerlukan strategi untuk mengatasi
permasalahan seperti penerimaan negara yang terkontraksi dan belanja yang selalu
meningkat (Isnaini, 2017). Salah strategi yang dapat digunakan adalah kebijakan fiskal,
yaitu penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang
telah ditetapkan. APBN memiliki peran penting dalam kestabilan ekonomi negara,

terutama dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 (Siri, 2022).

Salah satu langkah dasar dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah
digambarkan dengan penyesuaian kebijakan fiskal terkait dengan APBN. Pemerintah
harus menyesuaikan besaran anggaran dan bagaimana uang didistribusikan untuk

mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat (Gusnawati, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memangkas dua kali target APBN

melalui Perpres No. 54 dan 72 Tahun 2020. Kedua Perpres tersebut berdampak pada
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pengurangan anggaran penerimaan negara sebesar Rp533,25 triliun. Pengurangan dua
kali APBN menandakan dimulainya penurunan kinerja penerimaan negara di tahun 2020
akibat COVID-19 (Dahiri et al., 2022).

Uraian (Trilliun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rupiah)

Pendapatan Negara 1.555,9 1.666.4 1.903,0 2.165.,1 1.699.,9 1.743,6

Penerimaan 1.285,0 1.343,5 1.548,5 1.786.4 1.404.,5 1.444.5

Perpajakan

Penerimaan Negara 262,0 311,2 349,2 378.3 294 1 298.,2

Bukan Pajak

Hibah 9,0 11,6 5,4 0.4 1,3 0.9

Belanja Negara 1.864.,3 2.007.4 2.217,3 2.416,1 2.739,2 2.750.,0

Belanja Pemerintah 1.154.,0 1.265,4 1.453,6 1.634.,3 1.975.,2 1.954.5

Pusat

Transfer ke Daerah 710.,3 742,0 763.,6 826.8 763.,9 795.,5

dan Dana Desa

Keseimbangan (125,6) (124.4) (64.,8) (20,1) (700.4) (633,1)

Primer

Defisit Anggaran (308,3) (341,0) (314.2) (296.0) (1.039.,2) (1.006.4)

Pembiayaan 334.,5 366.6 314.,2 296,0 1.039.,2 1.006.4

Anggaran

Sumber: Buku Informasi APBN, 2019 dan 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah terus meningkat dari tahun ke
tahun ke tahun, diikuti dengan pendapatan yang juga meningkat. Meskipun belanja
negara selalu meningkat dari tahun ke tahun, defisit anggaran berhasil ditekan oleh
pemerintah. Manajemen keuangan pemerintah saat ini berada pada posisi defisit primer,
dimana pembiayaan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah
(Dharmayanti & Aziz, 2024). Penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan maupun
diluar sektor perpajakan, namun penerimaan pajak mendominasi dengan kontribusi
terbesar dalam APBN. Berdasarkan data penerimaan BPS tahun 2020-2022, penerimaan
pajak menguasai rata-rata 80% dari total penerimaan pemerintah. Melalui APBN,
penerimaan pajak dapat diarahkan ke berbagai sektor kegiatan sesuai dengan tugas dan
permasalahan negara (Yusuf, et al, 2021). Masalah terbesar operasional APBN adalah
masih adanya defisit anggaran. Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa menjaga
defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga dapat dibiayai lebih lanjut (Wartoyo, et
al, 2022).

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik
membahas tentang analisis kebijakan fiskal dalam pengelolaan APBN di Indonesia
sehingga dapat dijadikan sumber informasi terbaru mengenai masalah yang

bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan
ini menggambarkan secara tertulis dan secara lisan mengilustrasikan data dari berbagai
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sumber (Rahma, 2021). Deskripsi menyeluruh tentang ucapan, tulisan, dan perilaku
orang dan organisasi di lingkungan tertentu dibuat dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, yang dianalisis dari perspektif yang lengkap dan komprehensif (Silalahi, 2020).
Penelitian yang mengutamakan pertanyaan deskriptif dengan maksud menggambarkan
suatu fenomena dalam fakta yang sebenarnya disebut penelitian kualitatif. Selain
beradaptasi dengan perubahan dalam proses studi, pendekatan kualitatif adalah (Siri,
2022). Dalam upaya memahami suatu peristiwa, aktivitas, atau fenomena, penelitian
kualitatif menekankan pada aspek manusia, objek, institusi, serta keterkaitan dan

interaksi antara faktor-faktor tersebut (Gusnawati, 2021).

Strategi penelitian untuk mengumpulkan data adalah melalui kajian literatur.
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kutipan-kutipan dari karya sastra,
seperti novel, jurnal, dan karya-karya lain yang berkaitan langsung dengan masalah
yang diteliti, disebut penelitian sastra. Para penulis tidak perlu pergi ke lapangan untuk
mengumpulkan data; sebaliknya, mereka menggunakan berbagai sumber untuk

mendukung pekerjaan mereka (Indayani, 2020).

PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Apa yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan perpajakan,
pengeluaran, dan utang negara dikenal sebagai kebijakan fiskal. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan APBN digunakan
untuk menjalankan kebijakan ini (Gusfani, 2011). Kementerian Keuangan yang
bertugas melaksanakan kebijakan keuangan negara sesuai dengan pedoman
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bertugas melaksanakan kebijakan fiskal. Pengelola keuangan negara
dan wakil pemerintah dalam urusan kepemilikan aset publik yang dipisahkan
sama-sama menjadi tanggung jawab menteri keuangan (Aziz, et al, 2023).
Dengan demikian kebijakan fiskal ialah aturan atau dasar yang diterapkan oleh
pemerintah terutama oleh Kementrian Keuangan untuk mengatur pendapatan,
pengeluaran, dan utang negara dalam rangka melaksanakan pembangunan dan
mencapai stabilitas ekonomi, yang tercermin dalam APBN (Aziz & Nur’aisah,
2021). Tujuan kebijakan fiskal di negara berkembang berbeda dengan negara
maju. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi berkembang (Inda
dan Rahma, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja



2. Stabilitas harga
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

4. Alokasi sumber daya yang optimal, dll.

2. Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia Melalui Program Tax
Amnesty

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kebijakan pemerintah, fluktuasi
harga komoditas, pandemi covid-19, serta ketidakpastian ekonomi global.
Pandemi covid-19 tahun 2020 memberikan tekanan terhadap perekenomian
global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan
sosial membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar
16,9% (Bakhri, et al, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya
yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menaikkan penerimaan pajak tanpa
menambah beban baik jenis pajak baru maupun presentase pajak yang sudah
ada kepada masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan yaitu memberlakukan
program tax amnesty (Fatmasari, et al, 2022).

Pemerintah menawarkan skema amnesti pajak kepada pembayar pajak,
yang menghapuskan pajak dengan imbalan pengungkapan aset dan
pembayaran uang tebusan. Di Indonesia, program ini diberlakukan pada tahun
1964, 1984, 2008, dan 2016 (Suratno, 2020). Persyaratan pajak seperti pajak
penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah
tercakup dalam program amnesti pajak (Harjadi, et al, 2021).

Penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat pada tahun
diberlakukannya program amnesti pajak (Haerisma, et al, 2023). Menurut data
yang dihimpun, ada tiga periode tax amnesty yang masing-masing memiliki tarif
berbeda. Aset periode | yang dilaporkan (1 Juli s/d 30 September 2016)
berjumlah lebih dari Rp 3.500 triliun dan mencakup aset lokal dan asing
(Harjadi, et al, 2023). Angka ini menunjukkan minat masyarakat yang kuat untuk
berpartisipasi dalam skema tax amnesty (Fatmawati, et al, 2022). Periode Il (1
Oktober — 31 Desember 2016) terlihat penurunan animo masyarakat untuk
memanfaatkan skema tax amnesty. Hanya Rp 12,28 triliun uang tebusan yang
benar-benar terealisasi pada periode I, dibandingkan Rp 97,22 triliun pada
periode | (Bakhri, et al, 2021).

Hal ini menunjukkan penurunan keterlibatan wajib pajak dalam
mengungkapkan aset atau pendapatan yang tidak dilaporkan. Dari target Rp.

165 triliun, Rp. 135 triliun terealisasi pada periode Il (1 Januari — 31 Maret 2016)
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(Permana, 2020). Jumlah tersebut masih jauh dari target sebesar Rp 30 triliun
atau 18,2%, padahal sebagian besar target telah tercapai (Jaelani, et al, 2021).
Berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi dan pembayaran tebusan
program tax amnesty mengalami penurunan dari periode | ke periode Il namun
sedikit meningkat pada periode lll, namun tidak mencapai target (Layaman, et
al, 2021).

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ikut serta
dalam program amnesti pajak, namun bukan berarti wajib pajak tidak ikut serta
dalam program tersebut (Nasir, et al , 2022). Hal ini tergantung pada
bagaimana wajib pajak mengamati perpajakan di Indonesia (Wadud &
Layaman, 2023). Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat dari kemampuan
kantor pajak dalam mencapai target penerimaan pajak berdasarkan realisasi
penerimaan pajak (Adam, 2017).

Jika program tax amnesty diberlakukan kembali di masa yang akan datang,
dampak dari program tax amnesty, yaitu:

1) Investasi dan pertumbihan ekonomi
Dana yang masuk melalui tax amnesty dapat dialokasikan untuk

investasi dalam sektor-sektor produktif di Indonesia. Hal ini dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan
mendorong inovasi dan pengembangan industry (Wartoyo & Haerisma,
2022).
2) Stabilitas nilai rupiah
Repatriasi dana dari luar negeri melalui tax amnesty dapat
membantu menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing,
seperti dolar AS. Dengan masuknya dana tersebut ke dalam negeri,
permintaan terhadap mata uang lokal meningkat, yang dapat
memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar (Wartoyo, et
al, 2022).
3) Pertumbuhan kredit dan cadangan devisa
Dana yang masuk dari tax amnesty dapat digunakan untuk
mendorong pertumbuhan kredit di sektor perbankan. Selain itu, repatriasi
dana juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara, yang penting
untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan terhadap fluktuasi pasar

keuangan global (Yasin, et al, 2023).

3. Strategi Pengelolaan Utang di Indonesia

Dalam pengelolaan utang negara, DPR memiliki kekuasaan untuk

5



memberikan izin kepada pemerintah untuk melakukan pinjaman hingga batas

tertentu. Pemerintah, yang merupakan lembaga eksekutif, bertanggung jawab

atas pengelolaan utang melalui Menteri Keuangan setelah mendapatkan

persetujuan dari pihak legislatif, baik dengan melakukan pinjaman atau

menerbitkan obligasi. Pengaturan kelembagaan yang jelas diperlukan untuk

memastikan peran, tanggung jawab, dan mandat yang jelas dalam pengelolaan

utang (Satya, 2016). Pengelolaan utang diberikan kepada unit khusus yang

disebut Debt Management Office (DMO). DMO memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1)

2)

3)

Fungsi pengumpulan sumberdaya

Pengumpulan sumber daya adalah salah satu aspek penting
dalam strategi pengelolaan utang di Indonesia. Fungsi ini mencakup
koordinasi dengan kreditur, melaksanakan rencana pinjaman,
menyiapkan formulasi proyek, negosiasi pinjaman/penerbitan pasar
modal, dan jaminan pemerintah selama pinjaman.

Fungsi analisis utang dan risiko.

Fungsi analisis utang dan risiko mencakup beberapa fungsi
penting:
e Penentuan kebutuhan pendanaan. Dengan menganalisis
pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk defisit anggaran,
proyeksi pendapatan, dan pengeluaran yang direncanakan,
analisis hutang dapat membantu mengidentifikasi jumlah dan
jenis utang yang diperlukan untuk membiayai defisit anggaran.
¢ Manajemen resiko utang. Analisis risiko dalam pengelolaan utang
membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola
risiko-risiko yang terkait dengan utang negara.
e Pemilihat instrumen utang yang tepat. Analisis ini melibatkan
evaluasi terhadap karakteristik instrumen utang yang tersedia,
seperti tenor, suku bunga, tingkat risiko, dan fleksibilitas.
Manajemen dan alokasi informasi

Manajemen dan alokasi informasi (MAI) serta pengelolaan dana
merupakan faktor kunci dalam strategi pengelolaan hutang di Indonesia.
Fungsi dari MAI dan alokasi meliputi pengambilan pinjaman, pelunasan
pinjaman, laporan basis data pinjaman, akun pinjaman, dan tanggung
jawab darurat (Aziz, 2021).



. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia

Dengan memperhitungkan restorasi dan pembaruan struktural, asumsi
pertumbuhan ekonomi untuk APBN 2022 ditetapkan kisaran 5,0% hingga 5,5%.
Sementara itu, inflasi terjaga stabil di angka 3%. Rupiah diperkirakan akan
mencapai Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga hasil obligasi pemerintah 10
tahun diperkirakan sekitar 6,82% (Layaman, et al, 2021). Situasi repparasi
ekonomi global tentu berakibat pada perekonomian Indonesia. Bulan Juli 2021,
Bank Indonesia memperkirakan kemajuan ekonomi tahun 2021 akan berkisar
antara 3,5% hingga 4,3%, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan
situasi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi dan bernilai negatif (Lativa,
2021).

Pertama, pemerintah akan terus menguji, memantau, merawat, dan menangani
vaksinasi Covid-19. Selain itu juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pelayanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan, menjamin kesinambungan program,

dan meningkatkan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu,
pemerintah terus mengakselerasi penurunan angka gizi buruk pada anak.
Kedua, berupaya untuk: mendukung sistem perlindungan sosial yang progresif
dan terukur; mendukung program asuransi pengangguran berdasarkan UU Cipta
Kerja; membantu pemerintah dalam pembenahan program jaminan sosial
dengan melengkapi informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
memanfaatkan sinergi dengan berbagai informasi terkait; serta meningkatkan
kualitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan mengembangkan sistem
perlindungan sosial yang adaptif.

Ketiga, pemerintah melanjutkan perbaruan pendidikan yang menekankan pada
peningkatan mutu sumber daya manusia, seperti penguatan PAUD dan sekolah
mengemudi. pemerataan infrastruktur pendidikan; dan menutup kesenjangan
pendidikan dengan memperkuat pelatihan kejuruan, penelitian dan inovasi
terapan yang terkait dengan industri dan populasi, pengembangan program
magang dan pengajaran, dan implementasi program studi mandiri. Selain itu,
pemerintah akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, misalnya dengan
memperluas agenda hibah, memperkenalkan teknologi informasi dan
komunikasi, mempromosikan budaya, memperkuat universitas kelas dunia, dan
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembaharuan.

Keempat, pemerintah akan memperkuat penyediaan layanan dasar dan

mendukung kenaikan produktivitas melalui konektivitas dan infrastruktur telepon
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seluler. Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, efisien
dan ramah lingkungan. Memfasilitasi akses terhadap infrastruktur dan
perkembangan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dari sisi pendanaan,
pemerintah terus menggabungkan struktur keuangan dan keuangan, misalnya

melanjutkan program PPP (Public Private Partnership).

Kelima, pemerintah terus menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) untuk
meningkatkan standar infrastruktur publik, merevitalisasi ekonomi lingkungan,
melatih guru, dan memprioritaskan belanja kesehatan. Penguatan sinergi
anggaran dengan penguatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan
TKDD akan semakin memperkuat efisiensi dan outcome serta mendukung
peningkatan kualitas pelayanan. Mengutamakan penggunaan dana desa untuk
mendukung revitalisasi ekonomi desa melalui program perlindungan sosial dan
penanggulangan Covid-19 akan semakin memperkuat sinergi anggaran. Dana
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan diperkuat, dan pemerintah juga
bertujuan untuk lebih memperkuat kontrol kualitas TKDD untuk meningkatkan
dan pemerataan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Keenam: Pemerintah akan meningkatkan kemandirian dana pembangunan
karena Indonesia harus melanjutkan reformasi pajaknya. Untuk mencapai
keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, pajak akan dikembalikan.
Dengan memperbesar basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan
meningkatkan administrasi perpajakan dan administrasi untuk menaikkan tarif
pajak, reformasi perpajakan telah dipraktikkan. Selain itu, dengan menawarkan
berbagai keuntungan perpajakan yang realistis dan terukur diharapkan dapat
mempercepat proses pemulihan, meningkatkan daya saing investasi nasional,
dan mempercepat transformasi ekonomi. PNBP juga akan ditingkatkan secara
bersamaan, misalnya dengan meningkatkan perencanaan dan pelaporan PNBP
dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi (Yusuf, et al, 2021).
Anggaran negara menjadi instrumen pemulihan yang rutin digunakan
pemerintah sejak awal pandemi. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% pada
triwulan Il 2021 menunjukkan strategi pemulihan kesehatan dan ekonomi
berhasil. Pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi. Program
restrukturisasi juga akan berlanjut untuk meningkatkan produktivitas, daya saing
investasi, dan daya saing ekspor, serta menghasilkan lapangan kerja berkualitas
dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. UU Cipta Kerja pertama kali
diberlakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
mengembangkan infrastruktur konektivitas, mendorong industrialisasi, dan

membangun lingkungan hukum dan administrasi yang menguntungkan bisnis
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(Kuntadi et al., 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil rekapitulasi hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pemerintah
Indonesia telah berhasil mengatasi permasalahan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Untuk memastikan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh, pemerintah telah
menetapkan sejumlah kebijakan fiskal. Dengan bantuan strategi fiskal ini, pengeluaran
dan penerimaan APBN akan terkendali sesuai dengan anggaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keterlibatan pemerintah dalam
pengelolaan anggaran negara menjadi sangat penting. Penggunaan dana pemerintah

juga harus dimodifikasi sesuai dengan pendapatan yang diterima.
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